BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.415, 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN. Dana Bagi Hasil.
Minyak Bumi. Gas Bumi. Papua Barat.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 165 /PMK.07/2009
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 15/PMK.07/2009 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN
ALOKASI DANA BAGI HASIL

SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS
BUMI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS DI PROVINS

PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a bahwa dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2009 sebagamana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009,
memuat perubahan alokas Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas
Bumi Tahun Anggaran 2009;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan alokasi Dana
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak
Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009 tersebut,
maka sesua ketentuan dalam Pasa 2 ayat (5)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2009
tentang Penetapan Perkiraan Alokas Dana Bagi Hasl
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Mengingat

Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan
Gas Bumi Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2009, perlu dilakukan penyesuaian
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
Tahun Anggaran 2009;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 15/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan
Alokass Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam
Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat
Tahun Anggaran 2009;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041) ;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2009
tentang Penetapan Perkiraan Alokas Dana Bagi Hasl
Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi
dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua
Barat Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
51/PMK.07/2009;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2009
tentang Perkiraan Alokas Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas
Bumi Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah



